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ABSTRAK

Salah satu dari permasalahan yang kadang kala muncul dalam proses
penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah
permasalahan yang terkait dengan penetapan status sebagai saksi pelaku
yang bekerjasama atau justice collaborator dalam penyelesaian suatu
perkara tindak pidana korupsi. Adanya beberapa permasalahan yang
bersumber dari adanya ketidaksamaan pemahaman atau tidak adaya
unifikasi kebijakan dalam menetapkan status pelaku sebagai saksi pelaku
yang bekerjasama atau justice collaborator beserta manfaat yang timbul
dari penetapan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator
tersebut tentunya menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan juga
tidak memberikan manfaat atau utilitas bagi pihak yang ditetapkan
sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu memberikan
gambaran fakta-fakta dengan menggunakan bahan hukum primer,
sekunder dan tersier dengan jenis penelitian normatif atau bentuk
penelitian dengan melihat studi kepustakaan (library research), karena
penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik
berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sifat penelitian yang
digunakan penulis dalam penulisan disertasi ini adalah deskriptif analitis
yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari
hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum
yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab
permasalahan yang diteliti. Rekonstruksi kebijakan pembentukan norma
hukum yang tepat inibertujuan untuk mengatur terhadap pengakuan atau
rekognisi dan pemahaman atau persepsi yang sama secara hukum
mengenai penetapan status saksi pelaku yang bekerjasama atau justice
collaborator yang berlaku sejak mulai tahapan pemeriksaan di tingkat
penyidikan sampai dengan tahapan pemeriksaan di tingkat pengadilan
bahkan sampai dengan pelaksanaan eksekusinya demi terciptanya asas
kepastian hukum bagi Terdakwa yang ditetapkan sebagai saksi pelaku
yang bekerjasama atau justice collaborator. Sedangkan rekonstruksi
pelaksanaan kebijakan dalam penetapan status saksi pelaku yang
bekerjasama atau justice collaborator yang didasarkan pada sebuah
kesepahaman yang sama oleh setiap lembaga penegak hukum dalam
sebuah sistem peradian pidana yang terintegrasi atau terpadu (integrated
criminal justice system) bertujuan untuk memberikan asas kemanfaatan
atau utilitas baik secara yuridis maupun secara sosial bagi Terdakwa atau
Terpidana yang ditetapkan statusnya sebagai saksi pelaku yang
bekerjasama atau justice collaborator.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, Asas
Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan.



ABSTRACT

One of the problems that sometimes arise in the law enforcement process
in eradicating corruption is a problem related to the determination of status
as a Colaborating Perpetrator’'s Witness or Justice Collaborator in the
settlement of a corruption case. The emergence of several problems
stemming from the misunderstandings or the absence of policy unification
in determining the status of the perpetrator as a Colaborating Perpetrator’s
Witness or Justice Collaborator including the benefits derived from the
determination of a Colaborating Perpetrator's Witness or Justice
Collaborator, of course, creates legal uncertainty and does not provide
legal certainty and also does not give benefits or utility for the party who
have been declared as a Colaborating Perpetrator's Witness or justice
collaborator. The research method used is a qualitative method, which
provides an overview of the facts using primary, secondary and tertiary
legal materials with normative research types or research forms using
library research, because this research was conducted by examining
library materials. both in the form of primary, secondary and tertiary legal
materials. The nature of the research used by the author in writing this
dissertation is descriptive analytical, namely describing and elaborating all
the data obtained from the results of the literature study relating to the title
of legal writing which is clearly and in detail then analyzed in order to
answer the problems studied. This policy reconstruction of the formation of
appropriate legal norms aims to regulate the recognition and
understanding or perception of the same law regarding the determination
of the status of Colaborating Perpetrator’'s Witness or Justice Collaborator
that apply from the stage of examination at the investigation level to the
stage of examination at the court level even until with the implementation
of its execution in order to create the principle of legal certainty for the
Defendant who is declared as a Colaborating Perpetrator's Witness or
Justice Collaborator. While the reconstruction of the implementation of
policies in determining the status of Colaborating Perpetrator’'s Witness or
Justice Collaborator based on a common understanding by each law
enforcement agency in an integrated criminal justice system aims to
provide the principle of benefit or utility both in terms of juridically and
socially for the Defendant or Convict whose status is determined as a
Colaborating Perpetrator's Witness or Justice Collaborator.

Keyword : Reconstruction, Colaborating Perpetrator's Witness, The
Principle Legal Certainty, The Principle Of Utility.
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